
BT]PATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGATJ
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUNANGGARAN 201 3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a

BUPATI DONGGALA,

bahwa untuk melaksanakan kelentuan berdasarkan
Pasal 183 (1 ) huruf a, huruf b dan huruf c Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, menegaskan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebrjakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergessran anggaran antar Unit
Organisasi, antar kegiatan dan antarjenis belanja yang
menyebabkan sisa lsbih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan
dalamTahun Ar€garan berjalan, maka dipandang perlu
melakukan P€rubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah TahunAnggaran 201 3;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala tentang Perubahan
Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah Kabupat€n
Donggala TahunAnggaran 201 3;
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor l2Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 2't Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
3988);
Undang-Undang Nonror 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

7l



7. Undang-Undang Nomo-l5 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pe€ncanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N omot M21),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana t€lah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48214);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)i
Undang-Undang Nomor2T Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penrvakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Peruakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043) ;

Undang-Undang Nomor 2STahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan P eru nda ng-und ang a n
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9.

10.

11.
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14.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah NomorTl Tahun 1999 tentang
Penfndahan lbu Kota Daerah lGbupaten Donggala dari
Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala
Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3780);
Peraturan Pemerintah Nomor 109Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Pen/vakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tanbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor

4416) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 2l Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4502);
Peraluran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenbng
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4575);
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21.

22.

Pe€turan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesiar€hun 2005 Nornor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
s€bagEirnana telah diubah dergan Peaturan Pernerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pen bahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Infamasi Keuangan Daerah (Lerbaran Negara Rerublik
Indonesia Tahun 2010 Norncr 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor
4593):
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972),:

24.

25.
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27. Peraluran Pemerintah NomorTl Tahun 2010 tentano
StandarAkuntiansi Pemerintahan (Lembaran Negar;
Republik Indonesia Tahun 20.t0 Nornor 123, %mbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentano
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Iahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Neoara
Republik Indonesia Nomor 5272):
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentano
Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasai
Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4g
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 48):
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nornor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah lGbupaten Donggala (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10
Tahun 2008 tentang Penbentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Buoati
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nonror6Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala Nomor i0 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala
Tahun 2010 Nornor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1.1

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanarnan Modal, dan Lembaga Teknis

31.
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37.

Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupalen Donggala Tahun 2008 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupeten
Donggala Nomor 11 Tahun 2008tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan
Perenc€naan Pembangunan Daerah dan Penanaman
Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala
Tahun 2010 Nomor 7);
Peraluran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah lGbupaten Donggala Nomor I Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupalen Donggala Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13
Tahun 20OS lentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Ke4a Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Donggala
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008
Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1),

Peraturan Daerah lcbupaten Donggala Nomor2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala tahun 2010
Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah
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Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
DonggalaTahun 2010 Nornor 9);

39. Peraturan Daerah lGbupaten Donggala Nonror 5 Tahun

2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Donggala TahunAnggaran 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2012
Nomor 5):

40. Peraturan MenteriDalam Negeri Nornor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalamAPBD, Pengaluan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 37 Fahun2o1z
tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang-
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2012 tenbng Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan
BUPATIDONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DONGGALATAHUN ANGGAMN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
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2.

J.
4.

7.

R

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur

oenvelenqqaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
'xlp"i" ollt"n 

"oalah 
Bupati Donggala vang seianjutnYa 9i:9!:t Bueati

Saiuan Xerla eerangkat Daerah yang selan1utnya disingkat SKPD adalah

p"rangXat daetan p"da Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang.

nngiit"n PendJpatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingKat

np-gb, aOatan rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang

disetuiui oleh Dewan PeMakilan Rakyat'
pendlpatan Oaerah adalah semua penerimaart daerah yang b€ra-sal dar'

oenerimaan penOapatanAsli Daerah' Dana Perlmbangan dan lain-lain

Fendapatan Daerah Yang Sah.

Belania daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digYl:!":.untu*

memUiayai Oefanja Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerinlah Pusat

Belania Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah

Oaeran yang Oigunakan untuk menjalankan fungsi pe]alanan.ul-l{li

tunosioertahinan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonoml' lungsr

il;ilft ;;rp, iung-si perumahan dan fasilitas umum' tungsi kesehatan'

ir"1J o""ii*""t|ban-buiaya, fungsi agama, fungsi perdidikan' dan fungs'

perlindungan soslal
'Belania Plmerintah Daerah menurut ienis adalah belanja Pemerintah
""*'"- ' 

""g 
Jigrnat<an untut membiayai belanja pegawai' belania

["."g, iJ"idfu;, subsidi' belanja hibah, bantuan sosial dan belania

lainlain.
fO 

'J"fani" p"ga"ai adalah belania Pemerintah Daerah yang dig-unakan untuk
'- 

*u.6lv"irompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan

xepada pegawai Pemerintah Daerah, dan Pejabat Negara'

rr g.r'|""t, b"i"ng adalah belanja Pemerintah Daerah yangdigunakan untuk
" ;;;;iry"-;mebelian barang dan jasa vang habis pakai untuk

t"tpi"i"t"i o"r"ng dan iasa, uJix yang dipasarkan maupun yang tidak

oip"J"*"n 0"" p"niadaan barang yang dimaksud untukdiserahkan atau

dijual kepada masyarakat, serta belanja perialanan

tz. dlanja Mooal ad;lah belanja Pemerintah.Daerah l1l9,9l:ltjk"" 
d"l"t

'- 
Lng[" p".oentukan modai dalam bentuk tanah' peralatan dan mesin'

ged-ung dan bangunan' jaringan, serta dalam.bentuk fisik Iainnya

f s. 6rb;iOl adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolan yang

bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mamp!

14. ;;;P;;;b;ngan adalah dana vang di;lokasikan kepadadaerah untuk

mendanai kebutuhan oaerah dalam iangka pelaksanaan desentralisasi



15.

16.

17.

'18.

19.

yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi
khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pernerintah Daerah.
Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persenlase tertentu untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk

mendanai kebutuhan daerah dengan tuiuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dihitung dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN)

neto-
DanaAlokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tuiuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan perioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Keuangan antara Pemerintahan Pusatdan Pemerintahan
Daerah.
Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untukmembantu daerah

dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR
sesuai peraturan perundangan , yang terdiri atas Dana Tambahan
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang

dialihkan dari kementerian Pendidikan Nasionalke Transper ke Daerah,
berupa Tuniangan Profesi Guru dan Bantuan OperasionalSekolah (BOS),

Dana Penyesuaian InfrastruKur Daerah.
Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah
dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat
dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk
petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.
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20. Pembiayaan Defi sitAnggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayan

yang diggunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD

dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan

21. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA'

adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas

realisasi defisit anggaran yang terjadi

22. Penyertaan Modal Dlerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dariAPBD

atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan

sebagai modat BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola

secara korporasi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.2013 semula

ueii"rmran ip. 771.691 28e.zsZ,Oo bertambah sejumlah Rp

2O.iO7 .763.487 ,cb sehingga menjadi Rp. 791 .899 045 719,00 dengan rincran

sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula
b. Bertambah /(berkurang)

Jumlah pendapatan setelah perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja setelah Perubahan
Defisit setelah Perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah{berkurang)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan

Rp.771 .691 .282.232,@
Rp. 2o.2O7 .763.487.0o
Rp.791.899 045.719,00

Rp.7 97 .7 7 o. 532.655,4O
Ro. 43.416.469.489.15
Rp.841.1 87.002. 1 44,55
(Rp. 49.287.956.425,55)

Rp.29.o79.25o.423,4o
Rp. 23.208.706.002.15

Rp. 52.287.956.425,55
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Rp 3.000.000.000,00
Rn. 0.00
Rp 3.000.000.000,00
Rp. 49.287.956.425,5s
Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. PendapatanAsliDaerah

1) Semula Rp. 31.944.980.909,00
2) Bertambah/(berkurang) Ro. 10.989.590.877.00

Jumlah pendapatanaslidaerahselelahperubahan Rp. 42.934.571.786,00

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp.630.837.247.462,00
2) Berkurang(berkurang) Rp. 1.149.721.661,00

jumlahdanaperimbangansetelahperubahan Rp.631.986.969.123,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula RP. 108.909.053'861'00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.068.450.949,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 116.977.504.810,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dariienis pendapatan :

a. Pajak daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

b. Retribusi Daerah
1) Semula

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(be*urang)
Jumlah pengeluran pembiayaan setelah perubahan

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp.16.094.933.000,00
Rp. 6.857.658.506.00
Rp. 22.952.591.506,00

Rp. 9.231.497.900,00
2) Bertambah/(berkurang) Ro. 1.073.770.000.00

Jumlah rekibusi daerah setelah perubahan Rp. 10.305'267.900'00
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o. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. L363.836.009,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 562.425.108,39

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang di pisahkan setelah perubahan Rp. 1.926.261.112,39

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

setelah perubahan fi:1ifiVgWg
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1 ) huruf b terdiri

dari ,enis pendapatan :

a. Dana Bagi HasilPajaldBagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula Ro. 26.A25.247.462.00
2) Berkurang(berkurang) Ro. 1.149.721.661.00

Jumlah dana bagihasil setelah perubahan Rp. 27.974.969.123,00
b. DanaAlokasi Umum

1) Semula Rp.523.660.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Ro 0.00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.523.660.000.000,00

c. DanaAlokasi Khusus
1) Semula Rp. 80.352.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan Rp. 80.352.000.000,00

(4) LainJain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri derijenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula
2) Berlambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan

b. Dana Darurat
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
c. Dana bagi hasil pa,lak dari Propinsi

1) Semula Rp. 15.568.057.301,00

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp 5.254.714.000,00
Rp 2 495.737.262,61

3.709.290.000,00
@,00

3.709.290.000,00

Rp.
Rp.
Rp.

Rp 0,00
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e. Bantuan Keuangan dariprovinsiatau dari pemerintahan daerah lainnya
1) Semula
2) Bertambahi(berkurang)

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi

atau dari pemerlntah daerah lainnya

setelah perubahan Rp. 10.247.215.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula
2) Bertambah/berkurang

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan

b. Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanla langsung setelah perubahan

Rp. 373.366.504.636,00
Rp. 19.785.275.293.00
Rp.353.581.229.343,00

Rp. 0,00
Rp. 0.00

2) Bertambahi(berkurang)
Jumlah dana bagi hasil pajak dari
propinsi setelah perubahan

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula
2) Bertambah/berkurang

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi

khusus setelah perubahan

Rp. 508.211.509,00

Rp. 16.076.268.810,00

Rp. 89.631.706.560,00
Rp. 2.686.975.560,00

Rp. 86.944.731.000,00

Rp. 0,00
Rp 10.247.215.000,00

Rp. 422.606.512.994,00
Rp. s.597.038.543,00

Rp. 417.009.474.451,00

Rp. 375.164.019.661,40
Ro.49.013.508.032.15
Rp.424.17 7 .527 .693,55

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a
terdiri darijenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah/(be*urang)

Jumhh belanja pegawai setelah perubahan

b. Belanja Bunga
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bungo setelah perubahan Rp. 0,00
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c. Belanja subsidi
'l) Semula
2) Bertambah(berkurang)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

d. Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

e. Belania bantuan soslal
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

f. Belanja bagihasil
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)

Jumlah belania bagi hasil setelah perubahan

g. Belanja bantuan keuangan
1) Semula
2) Bertambaru(be*urang)

Jumlah belanja bantuan Keuangan

setelah Perubahan
h. Belanja tidak terduga

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belania tidak terduga

setelah Perubahan
i. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula
2) Bertambah{berkurang)

Jumlah belanjalidakterduga retelah perubahan

Rp. 0,00
Rp. 0,0o
Rp 0,00

Rp. 23.048..000.000,00
Ro. 8.361.552.650.00
Rp. 31.409.552.650,00

Rp. 10.507.000.000,00
Ro. 4.986.684.100.00

Rp, 1.100.000.000,00
Rp. 350.000.000,00
Rp. 1.450.000.000,00

Rp. 13.085.008.358,00
Rp. 740.000.000,00

Rp. 13.825 008 358,00

Rp. 1.500.000.0o0,00
Rp 250.000.000,00

Rp. 1.250.000.000,00

Rp. 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00

Jumlah belanja banluan sosial

setelah Derubahan Rp. 15 493'684 1m'00

(3) Belanja Langsung seDagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari Jenis belanla :

a. Belania Pegawai'r\ sFmt rlt RP 33 481'120 100'00
U vvrrrs'v

2i Bertambah/(berkuransl EL+g+3!298!9
Jumlah belania pegawaisetelah perubahan Rp 36 287 158 390'00
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Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 52.287.956.425,55

b. Belania barang dan jasa
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja barang dan lasa
setelah perubahan

c. Belanja modal
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja modal setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah(be*urang)

Jumlah pengeluaran p€mbiayaan
setelah perubahan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 1 34.672.649.345,39
Rp. 32.415.323.678,56

Rp.167.087.973.023,95

Rp. 207.010.250.216,01
Ro. 13.792.146.063.59
Rp.220.802.396.27 9,60

Ro. 29.079.250.423.40
Rp.23.208.706.002,15

Rp. 3.000.000.000,00
Flp. 00,00

Rp. 3.000.000.000,00

Ro. 29.079.250.423,40
Rp.23.208.706.002,15

Rp. 00,00
Rp. 00,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Jumlah SiLPAtahun anggaran
sebelumnyasetelahperubahan Rp.52.287.956.425,55

b. Pencairan dana cadangan seiumlah Rp. -

Jumlah pencairan dana cadangan
setelah perubahan Rp.

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
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Semula
Bertambah(berkurang)

0,00
0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan

_ d€erah yang dipisahkan setelah perubahan
Penerimaan pinjaman daerah.
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan

Penerimaan kembali pemberian prniaman.1) Semula
2) Bertambah(berkurang)

Jumlah penenmaan kembali pemberian
ptnlaman setelah perubahan

Penerimaan piutang daerah.
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)

Jumlah penerimaan piutang oaerah
setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdari dari
Jenis pembiayaan :

a. Pembentuken dana cadangan.
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)

Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah petubahan 0,00

3.000.000.000,00
0,00

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.1) Semula Rp.2) Bertambah(berkurang)oer ramoarv(oefturang) Rp.
Jumlah penyertaan modal (investasi) 

-

Rp.
Rp.

1)

2)

0,00

0,00
0,00

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp. 0,00

Rp.
Rp.

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Rp.

0,00

0,00
0,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 3 000.000.000,00daerah setelah perubahan
Pembayaran pokok utang.
1) Semuta
2) Bertambah(berkurang)

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo setelah perubahan

0,00
0,00

Rp.
Rp.
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Pemberian pinjaman daerah.
1) Semula
2) Bertambahi(berkurang)

Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah Denrbahan

e. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pembayaran hutang pihak
ketiga setelah perubahan

Rp. 0,00

Rp. 0,00
Rp. 0,00

Rp. 0,00

0,00
0,00

Rp
Rp.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari :

1. Lampimn I Ringkasan PerubahanAPBD;
2. Lampiran ll Ringkasan PerubahanAPBD menurutUrusan Pernerinlahan

Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lamoiran lll Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerlntahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaani
4. Lampiran lV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran Vl Daftar Perubahan Jumlah Pegawai PerGolongandan Per
Jabatan:

7. Lampiran Vll Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembalidalam anggaran ini;
8. Lampiran Vlll Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBD.

87



Pasal 8

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dierah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 2 Oktober 2013

BUPATI DONGGALA'

ttd,

HABTR PONULELE

Diundangkan di Donggala'
pada tanggal, 2 Oktober 2013

Pth.SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. SYAFRUDDIN Hi' MUDA' M'Si

Pembina Utama Muda

NIP 19550305 198603 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALATAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAEMH KABUPAT!:N DONGGALA

KEPALA BAGIAN-iUXUU ONH PCNUNDANG-UNDANGAN'

INPARAS,SH
NIP 19690807 1999031 005
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